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TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN RUMAH LAYAK HUNI _
OLEH KELOMPOK MASYARAKAT KABUPAT EN BENGKALIS : e

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKALIS

Menimbang - - a.. bahwa dalam upaya mendukung pelaksanaan program'
e s ""r"fpengentasan kermskman di Kabupaten Bengkalis, perlu
| dilakukan upaya-upaya pembangunan - diantaranya
- bidang permuklman melalu1 Program , Pembangunanf

~Rumah Layak Huni; . ' S :

._,_b.k_"bahwa untuk kelancaran program pembangunan rumah
. layak huni’ Pemerintah Kabupaten Bengkalis,-  perlu
. adanya petunjuk pelaksanaan sebagai acuan dalam setiap
.- langkah penyelenggaraan pembangunan permuklman dan' :

- ’terlaksana secara ba1k dan tepat sasaran; o

e ';bahwa berdasarkan pertlmbangan sebagalmana dlmaksud
“*“_huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati -
= _tentang Pf‘doman Pelaksanaan Pembangunan Rumah
© " Layak Huni. oleh Kelompok Masyarakat Kabupaten o
. L Bengkahs 5 T .
- Mengingat - : k”-l.-’/,','Undang Undang Nomor ' 12 Tahun 1956 tentang. N
L © ;. Pembentukan :Daerah’ ‘Otonom Kabupaten - dalam .

: - lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran R

- 7 vNegara Repubhk Indonesm Tahun 1956 Nomor 25)

S 20 Undang Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa )
.- Konstruksi (Lembaran Negara Repubhk Indones1a Tahun.
. 1999 Nomor 54, Tambahan Lernbaran Negara Repubhk‘
o --Indonesia Nomor: 3833), : | '

""3.;-"‘_(Undang Undang Nomor' 33' Tahun 2004 tentang'
~ Perimbangan Keuangan- antara Pemerintah Pusat -dan
" Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia
* “Tahun 2004 ' Nomor, 126, Tambahan Lembaran Negara
.. “‘Republik Indone31a Nomor 4438)

¥ ‘i,,Zl',‘.,i‘)_",Undang Undang Nomor 23" Tahun 2014 . 'tér'itang_'
... Pemerintahan - “Daerah (Lembaran “Negara  Republik -

N Negara Republlk Indonesm Nomor 5587) sebagalmanag'
“‘telah . diubah.- terakhlr ' dengan - Undang-Undang
. .Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
* “Undang- Undang ‘Nomor 23~ Tahun 2014 tentang
- Pemerintahan- - Daerah " (Lembaran Negara Repubhk
 Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran»_

~Negara Repubhk Indone31a Nomor 5679) ' .

f‘fIndone51a Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran-




Menetapkan

S.

Peraturan Pernermtah Nomor 28 Tahun 2000 tentang

‘ Usaha dan Peran - Masyarakat Jasa Kontruk31 (Lembaran
~Negara Repubhk Indonesia Tahun 2000 Nomor 63,
. Tambahan- Lembaran Negara Repubhk Indonesm Nomor

3955L :

.-Peraturan Pemerlntah Nomor 29 Tahun 2000 tentang
\Penyelenggaraan Jasa Kontruks1‘ (Lernbaran Negara

Republik Indonema Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan

| _ Lembaran Negara Repubhk Indonema Nomor 3956);

."Peraturan 'Pemerintah  Nomor - ‘30 Tahun 2000 tentang
VPenyelenggaraan Pembinaan Jasa Kontruksi (Lembaran
" Negara Republik ‘Indonesia Tahun 2000 Nomor 65,
‘Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesm Nomor
,3957L :

. “:LPeraturan Premden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagalmana telah -
“diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4

Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Peraturan

Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
,_Barang/Jasa Pemerlntah s :

. ':Peraturan Menterl ‘ Pekerjaan Umurn * Nomor
43/PRT/M/ 2007 tentang Standard dan Pedoman
' -',Pengadaan Jasa Konstruk31 '

| ‘ V10‘.l’~Keputusan Menteri Pemuk1man dan Prasarana Wllayah

. “Nomor 339/ KPTS/M/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pengadaan J asa Kontruk51 oleh SKPD Pemerlntah

MEMUTUSKAN

:. ‘ PERAT URAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN

PEMBANGUNAN RUMAH LAYAK HUNI OLEH KELOMPOK

 MASYARAKAT KABUPATEN BENGKALIS.

BABI‘ i
| KETENTUAN UMUM

Pasal 1 ‘

| Dalarn Peraturan Bupat1 ini yang d1maksud dengan

2 s
o ‘Perangkat Daerah sebagal “unsur penyelenggara .

- Pemerintah Daerah. e o

-Daerah adalah Kabupaten Bengkahs ;
Pemerlntah Daerah adalah Bupat1 : Bengkahs dan

.- Bupati adalah Bupat1 Bengkahs ‘

,"Anggaran Pendapatan dan - BelanJa Daerah adalah -
. Anggaran- Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, ’

Bengkahs :

Sekretaris Daerah adalah Sekretarls Daerah Kabupaten
Bengkahs ‘ : L =

. ’Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupat1 dalam
: Penyelenggaraan Pemermtah Daerah :



7. Satuan KerJa Perangkat Daerah yang selanjutnya discbut

. SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah d1
L1ngkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalls

8. Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang selanjutnya
- disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah Kegiatan
“‘untuk - memperoleh : Barang/Jasa oleh
' Kementrian/Lembaga/Satuan  Kerja ‘Perangkat

Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari

3 perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh

keglatan untuk memperoleh Barang/ Jasa.

9. l'Pengguna Barang/Jasa adalah Pejabat = pemegang
'~ kewenangan penggunaan Barang’ dan/atau Jasa milik
o _Negara/ Daerah Pemerlntah Kabupaten Bengkalis.

10. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah
- Pejabat :Pemegang Kewenangan 'Penggunaan Anggaran
- untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang

= _d1p1mp1nnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten’
Bengkalis yang menggunakan dana ‘APBD.

- 1:'1._ Kuasa Pengguna Anggaran yang selan_]utnya disebut KPA
~ "adalah pejabat yang d1tetapkan oleh Bupat1 untuk
menggunakan APBD.

12.PeJabat Pembuat Komltmen yang selanjutnya disebut
PPK adalah pejabat Kuasa ‘Pengguna Anggaran sebagai

~pemilik pekerjaan yang bertanggung jawab - atas
;pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa. :

. 13 PeJabat Pengadaan adalah Personil yang memiliki
 sertifikat kealian Pengadaan Barang/ Jasa yang
melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.

- 14. Pamtla/ Pe_]abat Penerlma "Hasil Pekerjaan adalah
' Panitia/ Pe_]abatf yang dltetapkan oleh PA/KPA yang
" bertugas memerlksa dan menenma has11 pekerjaan

: BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

) i Pasal 2

Lo ,(1) Maksud dltetapkannya Peraturan Bupati ini untuk

' mendukung ‘kelancaran tugas program pembangunan'
rumah layak hum ‘

'(2) TuJuan d1tetapkannya Peraturan Bupat1 ini agar menjad1
“acuan dalam melaksanakan program pembangunan
rumah layak huni secara balk dan tepat sasaran.

: ,‘Pay's"”al'S ‘

‘ 'Pedoman Pelaksanaan Pembangunan ‘Bidang Permuklman

- Secara Swakelola oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana

-~ Swakelola yang: tertuang dalam Lampiran Peraturan Bupati -

" ini dan merupakan baglan yang tldak terplsahkan dari
: Peraturan Bupat1 ini. :




BAB III
ALOKASI

Pasal 4

(1) Penetapan alokasi rumah layak huni dilakukan
perkecamatan.

(2) Alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 5

Pembiayaan Pelaksanaan Pembangunan Bidang
Permukiman Secara Swakelola oleh Kelompok Masyarakat
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini, maka
Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 48 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Rumah Layak Huni
oleh Kelompok Masyarakat Kabupaten Bengkalis, dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7
Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
menempatkannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 18 Mei 2015

éBUPATI BEN

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 18 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

H. HANUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2015 NOMOR 28



. LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BENGKALIS
I ‘ - NOMOR " : 28 Tahun 2015
 TANGGAL : 18 Mei 2015

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBANGUNANRUMAH SEbERHANA LAYAK

1.1

1.2

1.3

 SWAKELOLA KABUPATEN BENGKALIS

- HUNI SECARA SWAKELOLA OLEH KELOMPOK MASYARAKAT PELAKSANA

~ BABI
‘UMUM
LATAR BELAKANG

1. .Pé'nangarian”:ruméhb tidak ‘layak huni’ bagi masyarakat miskin
merupakan bagian dari peningkatan dan perluasan program pro

~ rakyat. Menyadari pentingnya program dimaksud, Pemerintah Pusat

melalui ~ Kementerian =~ Negara ~ Perumahan  Rakyat telah
mengalokasikan bantuan stimulant yang tersebar di seluruh propinsi
dan kabupaten/kota. Kabupaten - Bengkalis telah menganggarkan
pembangunan Rumah Sederhana Layak Huni pada tahun 2010
sebanyak 106 unit, Tahun 2011 sebanyak 600 unit,. Tahun 2012

sebanyak 600 unit, tahun 2013 sebanyak 600 unit, tahun 2014 -

sebanyak 600 unit, dan pada tahun 2015 dianggarkan sebanyak 600

unit rumah tipe 36 yang »terSebar‘ di 8 kecamatan.. .

2. M‘ela'lui‘fArklggaran Pehdapatan/f'dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi

Riau juga telah dialokasikan dana untuk pembangunan Rumah -
‘Sederhanan Layak Huni di Kabupaten /Kota. Pelaksanaan program

ini sejalan dengan  komitmen Pemerintah Propinsi -Riau melalu
Program K2I, khususnya dalam pengentasan kemiskinan. k

3. Mengingat ket‘érbéi‘tés‘an; kk'émak'rkhpué‘ln’ peridanaan' Pemerintah Pusat

dan Propinsi dalam membiayai program  tersebut maka untuk

 meningkatkan jumlah sasaran penerima bantuan rumah Sederhana

‘layak huni bagi masyarakat miskin diperlukan sumber pendanaan
lain, termasuk APBD Kabupaten Bengkalis. Pelaksanaan program ini o

E di Kabupaten Bengkalis telah dimulai dari tahun 2010.

MAKSUD

- Program ini vdimaksuﬁdkan untuk meniﬁgkatka_n dan menyediakan
kebutuhan akan rumah sederhanan layak huni bagi masyarakat miskin
di Kabupaten - Bengkalis, yang dilaksanakan melalui pendekatan

' pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian ~diharapkan kegiatan

ekonomi,  sosial dah ‘budaya - perdesaan semakin tumbuh dan

- berkembang.

TUJUAN

,Program'i' ini b‘er'tujuan‘j untuk meﬁingkafkén “kproduktiﬁtas |

‘masyarakat dengan cara : ' -

- a) _Meningkatkan peran serta masyarakat, *mulai; aspek perencanaan,

pelaksanaan, pengawasan dan ;pengendalian, pemanfaatan serta
~ pemeliharaan. T ; -
b) Memberikan peluang kerja kepada masyarakat setempat sekaligus

“diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat melalui

pelibatan masyarakat dalam kegiatan konstruksi.




) Menmptakan masyarakat dan penyelenggara pemerlntahan yang

) B 1.4 .

1.5

1.6

cerdas, _]‘LlJLlI‘ bertanggung _]awab berakhlak muha dan mandiri.

SASARAN

Sasaranb dari ) program - ini ) adalah " 'perhbangl',lnarir rumah
sederhanan layak huni bagi masyarakat miskin dan kurang mampu di

~ kelurahan dan desa dalam - Kabupaten Bengkalis namun mempunyai

komltmen swadaya yang -tinggi, - serta menyadari’ bahwa bantuan;

' pemermtah tersebut untuk memotivasi diri untuk melepaskan diri dar1 -
7 ketertmggalan secara mand1r1 dan bermartabat ‘

'RUANGLINGKUP S

Ruang hngkup keglatan adalah pembangunan Rumah Sederhanan :
Layak Huni, yang dilaksanakan dengan pola pemberdayaan masyarakat
dengan organisasi yang . dibentuk secara demokratis oleh masyarakat
yang disebut dengan 1st11ah Orgamsas1 Masyarakat Setempat (OMS).

, PRINSIP dan PENDEKATAN

1.6.1 PRINSIP PENGELOLAAN
Pr1n31p penyelenggaraan program ini adalah sebaga1 berlkut

a) Pemlllhan masyarakat mlskm dan kurang rnampu pener1ma‘
bantuan pembangunan rumah sederhanan layak huni
berdasarkan ~hasil identifikasi dan proses seleksi calon
penerima bantuan yang dllakukan oleh Organisasi Masyarakat
Setempat (OMS) dan musyawarah kelurahan/desa sehingga -

diperoleh - dukungan dari masyarakat (acceptable).  Proses -

~seleksi dan pengusulan calon penerlma berdasarkan krlterla"
*pemlalan yang telah ditetapkan. o :

b) Untuk tahun anggaran 2015, demi kesmarnbungan program-
RLH yang telah dilaksanakan, organisasi masyarakat setempat
(OMS) ' sebagai ' pelaksana kegiatan dilapangan adalah
dlharapkan OMS yang telah terbentuk pada tahun 2014 yang
lalu namun OMS (Ketua dan Bendahara) tersebut harus tetap
dipilih melalui proses dan mekanisme pemilihan melalui
. musyawarah desa I (Musdes I), kecuali pada kelurahan/desa
- yang tidak mendapatkan bantuan RLH pada tahun 2015 harus
membentuk OMS dengan tatacara pembentukan dan pemilihan
OMS yang telah ditentukan. , o

- ¢) Penyelenggaraan keglatan : masyarakat , dilakukan -~ secara:

terbuka dan diketahui oleh "~ semua unsur masyarakat

. (transparant). melalui penyediaan = media komunikasi dan
informasi yang akurat dan mudah diakses oleh masyarakat

d) ;Penyelenggaraan keglatan harus dapat dlpertanggung]awabkan»
(accountable), dalam hal ketepatan sasaran, ketetapan waktu,
ketepatan pernblayaan dan ketepatan mutu peker_]aan

e) Penyelenggaraan keglatan dapat memberlkan manfaat ‘kepada’
- masyarakat secara berkelanjutan (suzstamable) yang: dltandal'
dengan adanya pemanfaatan : -

) Pemeliharaan dan pengelolaan hasil pembangunan rumah
. layak huni dilakukan secara mandm oleh masyarakat.
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162 PENDEKATAN

Program ini merupakan prograrn pembangunan yang
berbasis  pada pendekatan pemberdayaan serta part131pa31
’ masyarakat melalui':

' ) Pembangunan yang berkuahtas artlnya pembangunan RSLH-
yang dibangun harus memenuh1 standar teknik yang telah
dltetapkan ~ ~

b) Keberplhakan pada kaum mlskln orlenta51 keglatan baik dalam
proses maupun pemanfaatan hasil dlutamakan bag1 penduduk‘; '
- miskin dan kurang mampu ' SRR

c) Partlslpa81 masyarakat terlibat secara aktlf dalam kegiatan
~mulai dari proses: ‘perencanaan, - pelaksanaan, pengawasan,
maupun pemanfaatan dengan semangat gotong royong.

-d) Keswadayaan : kemampuan _masyarakat - menjadi faktor
~ pendorong utama dalam keberhasilan kegiatan, baik proses
perencanaan, pelaksanaan pengawasan maupun pemanfaatan
hasil keglatan v e |

- €) Keterpaduan . pembangunan " dimana kegiatan yang
" dilaksanakan- mem111k1 sinergi dengan kegiatan pembangunan
- yang lain dengan" pr1ns1p pembangunan yang berwawasan
' ‘l*hngkungan \ :

: INDIKATOR KEBERHASILAN

T1ngkat keberhasﬂan pelaksanaan program 1n1 dltentukan dengan

‘ 71nd1kator sebagal berlkut

a) Terbangunnya Rumah Sederhanan ayak Hun1 bagi masyarakat

miskin dan kurang mampu sesuai dengan kebutuhan masyarakat
berdasarkan anggaran yang tersedia.

- b) Terbentuknya - lembaga - masyarakat pelaksana keglatan yang

bertanggung - jawab - terhadap keberlan_]utan ) pemanfaatan~

. pembangunan rumah yang terbangun.
" ¢) Memenuhi 3T yaltu Tepat Sasaran, Tepat Waktu dan Tepat Mutu.




2.1

2.2

:BAEBH
ORGANISASI

‘UMUM

Pelaksanaan Keg1atan Pembangunan Rumah sederhanan Layak -

~ Huni, dengan pola pemberdayaan masyarakat ini perlu didukung
dengan struktur organisasi yang melibatkan unsur instansi di tingkat

Kabupaten, Kecamatan dan Desa serta kelompok: masyarakat (OMS)
sebaga1 pelaksana keglatan d1 kelurahan / desa

DVHNGKATKABUPATENH»‘

' Pelaksanaan program - ini d1fa51l1ta51 oleh Baglan Keuangan
Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkahs dan Dinas Tata Kota, Tata

" Ruang dan Pemukiman Kabupaten Bengkalis dengan unsur-unsur yang

S terlibat dalam :pelaksanaan kegiatan pembangunan rumah sederhana

layak hum pola pemberdayaan masyarakat ini adalah sebagai berikut :

221 Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebaga1 Pejabat Pembuat

© Komitmen (PPK)

Dalam melaksanakan keglatan perribangunan riimah ;
: sederhanan layak “huni ‘dengan pola pemberdayaan masyarakat ‘

ditunjuk pejabat dari Dinas Tata, Kota Tata Ruang dan ‘

Pemukiman = Kabupaten - Bengkalls sebaga1 Pejabat Pembuat
- Komitmen' (PPK) yang bertanggung jawab secara teknis dan
administrasi keuangan terhadap pelaksanaan keglatan Tugas dan -
. tanggung Jawab PPK adalah sebaga1 berlkut o ~

1. Mengendahkan pelaksanaan keglatan balk ﬁ31k maupun
‘ ‘keuangan : : :

2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan keglatan

BRCH ,Menylapkan dokumen anggaran ‘atas beban . pengeluaran
. pelaksanaan kegiatan yang ‘mencakup dokumen administrasi -

kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan

. persyaratan ‘pembayaran yang - d1tetapkan ‘sesuai dengan
ketentuan perundang—undangan . -

2.2.2 Pejabat Pelaksana Tekms Keglatan (PPTK)

; PeJabat Pelaksanan Tekms Kegiatan (PPTK) dltunjuk untuk -
membantu pelaksana tugas PPK antara laln

: Tugas dan Tanggung Jawab PP’I‘K sebagal berxkut

“a) ’;Membantu PPK melakukan pers1apan pelaksanaan dilapangan,
~ pengawasan- dan evalua31 semua keglatan dllapangan secara
berkala. ~ : :

b) .”Berkoordmam den‘g"én‘ lembaga terkalt balk d1 tingkat / 
kabupaten maupun kecamatan. '

c)wMembuat dan menanda tanganl laporan perkembangan hasil
- pelaksanaan dllapangan dan melaporkan kepada PPK..

- d) Melaporkan perkembangan pelaksanaan keglatan kepada,
‘Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) :



€) Meny1apkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran s
pelaksanaan keglatan yang mencakup dokumen administrasi -
kegiatan = maupun yang ‘terkait dengan = persyaratan
pembayaran yang ditetapkan sesuai- dengan - ketentuan
perundang-undangan. - ~ SR

2.2.3 Pengendahan Keglatan ;

Pengendah keglatan adalah staf-staf Dmas Tata Kota Tata

Ruang  dan Pemuk1man  Kabupaten Bengkalis  untuk

" melaksanakan sosialisasi, pengendallan monitoring dan evaluasi

- pelaksanaan kegiatan, dan bertanggung jawab kepada Kuasa

Pengguna Anggaran (KPA) selaku Pejabat Pembuat Komltmen
(PPK)

STRUKTUR PELAKSANAAN PEMBANGUNAN RUMAH SEDERHANA LAYAK
‘HUNI (RSLH) DENGAN POLA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (OMS)

]alur Struktural

______________________________________________

PENGGUNA
ANGGARAN

l&

1 KUASA PENGGUNA
T ‘ - ANGGARAN -

FvY

Jalur Fungsional

" Unit/ Lembaga Terkait
Tingkat Kabupaten (Baglan
i Keuangan, TKTRP) .

Kétéra_ﬁgan: - Garis Dukungan
' Garis Koordinasi
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2.3 DITINGKAT KECAMATAN dan DESA
- 2.3. 1 Di Kecamatan

Di kecamatan terd1r1 dar1 Camat tokoh masyarakat (agama, adat
~dan ormas) dengan tugas sebaga1 berlkut

'-_ Mensosmhsamkan program kepada perwakllan masyarakat
dari desa-desa dimana program tersebut dllaksanakan yang
'termasuk dalam W11ayah kecamatan tersebut

. Menghad1r1 dan mendorong berlangsungnya 3031ahsas1 program i
. ini. : - : ‘

.= Membantu pelaksanaan ~program pada . setiap tahapan,
‘penyelesalan masalah yang t1mbu1 d1w1layahnya

L Membantu proses pemellharaan dar1 hasil pembangunan

2.3.2 Di Desa e

D1 desa dlbentuk kader desa yang terd1r1 dar1 tokoh masyarakat
yang dipercaya oleh masyarakat yang berfung51 membantu dalam
pelaksanaan ~ :

. Menyelenggarakan musyawarah musyawarah desa.

LR Membantu pelaksanaan ‘program ‘untuk terbentuknya OMS
dan Kelompok Pemanfaat dan Pemehharaan (KPP).

= Memfas111ta51 Kelompok Pemanfaat dan Pemeliharaan (KPP)
~untuk pengawasan pelaksanaan keg1atan dan pengelolaan
~ hasil pembangunan

*  Membantu proses penylapan calon penerlma bantuan sebaga1
- tindak lanjut dar1 hasil musyawarah desa

. "'Memfas111ta81 pengawasan pelaksanaan keglatan program‘
- RSLH. , -
"« Menerima 'haéil - ‘program e pernbangunan "RSLH dan-
menyerahkan kepada : penerima bantuan = yang telah
‘ dltetapkan sebelumnya. Rt A $ ’

o Kepala Desa/ Lurah menandatangam Surat  Pernyataan :
' Penyelesalan Keglatan (SP2K) yang dibuat oleh Ketua OMS.

. Membantu PPTK ‘'sebagai narasumber, mediator, pengarah,
sekahgus menJadl motivator bag1 masyarakat dalam setiap -
pertemuan (rembug desa) o i

2 4. PELAKSANA KEGIATAN
2.4.1 Organ1sa51 Masyarakat Setempat (OMS)
OMS d1bentuk/ d1tetapkan me1a1u1 Musyawarah Desa dan

dlsahkan oleh Kepala Desa/ Lurah Susunan OMS terdiri dar1
Ketua dan Bendahara
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" Tugas dan tanggungj‘awab VObMS"adalah :

Mengldentlﬁka31 dan menyeleks1 calon penerlma bantuan RSLH
yang ada di kelurahan /desa. . :

'Mengldentlﬁkam/ memetakan keadaan keluarga miskin yang

ada di desa secara komprehens1f berlaku adil dan tidak -

- dlsknmlnatlf

’Menandatangani'"‘,k"ko'n‘trak ; kérja' déngan : iPejabat Kuasa

Pengguna Anggaran (KPA).

Menyusun Rencana Keglatan Rencana Penggunaan ‘Dana
(RPD) dan - bekerjasama dengan Tcnaga Pendamping

: Masyarakat (TPM) dalam penylapannya

.Menga_]ukan Surat Permintaan Pembayaran '(SPP) dan-

melengkap1 data- data pendukung yang d1persyaratkan kepada
PPTK. :

Memot1vas1 masyarakat untuk melakukan swadaya pada
keglatan gotong royong o , »

Mengajukan tenaga terlatih/‘tiikang ‘yang ~ mendapat

rekomendasi dari TPM agar hasil pekerjaan dapat ‘memuaskan
penerima bantuan dan sesua1 dengan persyaratan tekms yang -

- dltetapkan

-Mengadakan penghematan ; terhadapf _semua pengeluaran

seh1ngga dapat memngkatkan efesiensi dan aktifitas kerja.

Menyusun rincian b1aya krul pelaksanaan kegiatan kepada TPM,
dan dijadikan. acuan untuk penentuan  biaya kegiatan

N sebenarnya dan tidak melampu1 pagu anggaran untuk setlap
- unit keglatan , T \

a)
B

9
Q)

"g)

Mempertanggung]awabkan | penggunaan keuangan ' dalam )

~melaksanakan kegiatan dan membuat laporan yang dilengkapi

dengan bukti ‘berupa kw1tan31 dan faktur pembelian bahan
material dan upah. : ~ ,

Bertanggung]awab terhadap fiSlk dan keuangan yang telah
dlterlma : ; , , ,

| Persyaratan Kepengurusan OMS

1 Pengurus OMS harus mempunya1 kemampuan baca tulis.

Warga desa’ setempat terutama yang d1kenal dan mengenal_
fsebaglan besar warga desa N S : : -

Mempunya1 kepeduhan terhadap pembangunan desa.

Mempunyal cukup waktu untuk melaksanakan tugasnya dan

: memahaml kondlsl desa

'Ketua dan Bendahara OMS dalam satu paket pemlhhan dan
dituangkan dalam satu Berlta Acara Keputusan Kepala
Kelurahan/Desa. | : , :

Mengharga1 pendapat orang 1a1n ‘dan tidak ‘memihak kepada

‘kelompok tertentu. - Sabar, arif dan bljaksana serta dapat

dlterlma semua plhak : :
Mempunya1 Nomor Pokok Wapb PaJak (NPWP)
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| KONSUL’I‘AN PENDAMPING

Dalarn pelaksanaan kegiatan KPA * dibantu oleh tenaga
pendamplng profesional terdiri dari tenaga pendamping yaitu Konsultan
Manajemen Tekms (KMT) dan Tenaga Pendamplng Masyarakat (TPM)
d1t1ngkat desa. o ; \

Tenaga pendamplng profes1ona1 dapat ditunjuk dari Badan
Hukum atau ‘individual. Pengadaan tenaga pendamping profesional
tingkat kabupaten atau KMT dilakukan melalui proses sesuai ketentuan
peraturan perundang- undangan yang berlaku dan TPM sebagal tenaga
profesional individual melalui seleksi. ; : '
2 S. 1 Konsultan Manajemen Tekmk Kabupaten (KMT)

Tugas Konsultan Manajemen Teknlk adalah

& Membantu PeJabat Pelaksana Tekms Keglatan (PPTK) dalam

- rangka . persiapan pelaksanaan kegiatan '~ antara  lain
mempersiapkan data-data dan kriteria calon ' penerima,
mensosialisasi’ program, memberikan pembekalan pada TPM
dan memberlkan solus1 dalam pemecahan permasalahan

® Melakukan rnomtorlng pelaksanaan keglatan menyampalkan
laporan bulanan kepada KPA yang dilaporkan setiap 2 mmggu
“sekali yaitu paling lambat tanggal 5 setiap awal bulan sampai
dengan status pelaksanaan akhir bulan sebelumnya dan paling
lambat tanggal 20 untuk status pelaksanaan keglatan dari
tanggal 1 sampal dengan 15 bulan berjalan. :

N ;Menyusun " laporan “akhir tahun pelaksanaan kegiatan,
‘ mengevaluasi hasil laporan kemajuan pekerjaan fisik dan
keuangan yang d11aporkan oleh OMS dan TPM.

= »_Membenkan bimbingan teknis dan administrasi kepada Tenaga
~Pendamping Masyarakat (TPM) dan Organ1sas1 Masyarakat
~Setempat. (OMS)

SC Membantu OMS dalam menyusun RAB N
= Konsultan KMT bertanggung Jawab kepada PPK

_ 2.5.2 Tenaga Pendamplng Masyarakat (TPM)

,  TPM d1tunJuk dan dltetapkan oleh KPA dan bertugas didesa
- selama berlangsungnya kegiatan. TPM dlpersyaratkan berasal dari
pemuda desa setempat -dimana kegiatan - dilaksanakan atau

~ berasal dari desa yang berdekatan apabila tidak didapatkan calon
yang memenuhi syarat. ‘Dan’ yang dlutamakan adalah yang

“mempunyai pengalaman dalam penanganan program-RLH pada

: tahun sebelumnya setelah dllakukan evaluas1 terhadap kinerja.
' Adapun persyaratan men_]adl TPM adalah
1. Berlatar belakang setlngkat SMK Jurusan Bangunan atau D III
G 'Jurusan Tekmk Sipil/. Ars1tektur berusia 20 - 40 Tahun.
2. ’Mempunyal kemampuan berkomumkam dengan balk

3. Jujur dan bertanggung Jawab

4, Mampu bekerjasama dalam tim.
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Calon TPM harus bersedla d1tempatkan dlloka31 yang telah =
dltentukan _

Tugas dan tanggung Jawab Tenaga Pendampmg Masyarakat (TPM)
adalah : : ; :

a)

b)

d)

Membantu PPTK dalam mensosmhsam keglatan dlmasyarakat
serta memfas111ta31 terbentuknya OMS :

Memberikan bimbingan teknis (pembuatan ' gambar rencana,
pengukuran serta - penyusunan Rencana Anggaran Biaya
sebagaimana format yang telah dltetapkan

Melakukan - pengawasan terhadap mutu, ~dan volume

pelaksanaan kegiatan.

Membuat laporan - harian, mingguan’ ‘dan bulanan yang

dlsampalkan kepada PPI‘K melalui KMT.



14

BAB III SRR
MEKANISME PENYELENGGARAAN

Mekanisme penyelenggaraan pembangunan Keglatan Pembangunan

Sederhanan Rumah Layak Huni, dengan pola pernberdayaan masyarakat -
dilaksanakan dengan cara swakelola oleh masyarakat desa, dengan demikian
masyarakat adalah pelaku utama pembangunan Pemerintah hanya berperan
sebagai fas111tator dan pendorong terlaksananya keglatan RSLH.

3.1

©3.1.1

TAHAPAN PERSIAPAN

. Penentuan dan penetapan jumlah dan alokas1 calon penerlma'
bantuan rumah layak hun1 per kelurahan dan desa .

. _Penyusunan pedoman pelaksanaan f :
= Sosialisasi. keglatan program RSLH.
- Musyawarah Desa I untuk Pembentukan Kelembagaan

. ’Musyawarah Desa 1l untuk ‘proses 1dent1ﬁka31 dan selek31 calon.
-masyarakat penerlma bantuan RSLH

. Pengesahan/vahdas1 RAB.

*  Pembukaan Rekenlng oleh OMS dan Penylapan Kontrak

. Penandatanganan Kontrak Bantuan RSLH

= Pelaksanaan fisik keglatan

. Serah Terima PekerJaan antara OMS ke penerlma bantuan RSLH.

KRITERIA KELURAHAN DAN DESA SASARAN ; ‘

Kelurahan dan desa desa sasaran adalah seluruh kelurahan dan -
desa yang ada di- 8: kecamatan dalam Kabupaten Bengkalis dengan

‘berdasarkan prinsip .dan azas pemerataan program pembangunan

rumah layak huni, sehingga semua masyarakat miskin dan kurang
mampu merasakan program RSLH tersebut berdasarkan kriteria-kriteria

‘calon penerima bantuan RSLH yang telah ditetapkan. Disamping itu \

juga memperhatikan usulan dan aspirasi dari desa-desa yang benar-
benar memerlukan sesua1 dengan sasaran program 1n1 ‘

Dalam rangka membangun smkromsam dan smergltas program,

dlperlukan ‘koordinasi antara- Pemerintah Propinsi dan Pemerintah -

Kabupaten untuk menghmdan terjadlnya tumpang t1nd1h kegiatan di
suatu desa LR : ; v _

Adapun krlterla penerlma bantuan prlorltas adalah

a) Kepala keluarga masyarakat mlskm yang tldak mempunyal rurnah“
layak hum ‘

b Kondisi perumahan dan 11ngkungan ‘tidak memenuhi persyaratan ’

layak tempat tlnggal balk secara fisik, kesehatan dan 3031a1 yaitu :

o _Luas lantai rumah per orang kurang dar1 4 m2 d1 kota dan 10 m2
di desa; : :

* Sumber air tldak sehat;
e Tak ada MCK;
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Atap daun 1anta1 tanah dan lembab

Sistem cahaya kurang ba1k

' Tidak ada pemlsah ruangan

‘Letak rumah tidak teratur dan berdempetan

‘ Kond131 rumah rusak :
L1ngkungan kumuh dan becek

Saluran air tidak memenuhl syakrat;x

Jalan setempat tidak teratur T
'Kurang kesadaran memehhara 11ngkungan

Memiliki surat tanah m111k sendlrl / surat h1bah

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL BAKU (SOB) DESAINl
BANGUNAN

'EUn’tUk\ | fneinﬁdahkan ""ma'syérakat " melaksanakan

~ pembangunan ‘yang  dapat dlpertanggung]awabkah maka
~diperlukan penyusunan Standar Operasional Baku (SOB) yang
: mencakup Desam Gambar dan Rancangan Pemb1ayaannya

3.1.3

MUSYAWARAH DESA I A(SATU‘) , UNTUK' 'PEMBENTUKAN

- KELEMBAGAAN ey

Musyawarah Desa ini d1fa51hta81 oleh Kepala Desa/Lurah:

- dan TPM bersama warga desa yang bertujuan untuk :

a) Mens031a11sas1kan program kepada aparat - desa, tokoh
masyarakat dan masyarakat luas. -

~ b) Memilih dan menetapkan OMS (Organ1sas1 Masyarakat

- 3.1.4

Setempat) sebagai Koordlnator Pelaksana Lapangan dan
penanggung _]awab d1 desa , E

MUSYAWARAH DESA II (DUA) UNTUK PROSES PENYIAPAN

Musyawarah Desa ini dlfasﬂlta51 oleh OMS dan TPM

: bersama warga desa yang bertujuan untuk

. a) Meng1dent1ﬁka51 calon penerlma bantuan

. b) Menetapkan penerima bantuan.

- '¢) Membuat dan menetapkan rencana kegiatan.

d) Hasil penetapan Musyawarah Desa II' disahkan dengan Surat

3.1.5

‘Keputusan = Lurah/ Desa yang dltandatangam oleh Kepala
' Desa/ Lurah :

PENGESAHAN RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

Berdasarkan has1l survey mengenai. harga bahan upah dan

‘pemasok material, maka diminta komitmen dari kelurahan/desa

untuk menjalankan secara konsekuen dan RAB merupakan

© dokumen yang dlgunakan untuk pengesahan dan sebagal dasar

pembayaran yang sah
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3.1. 6 PEMBUKAAN REKENING OLEH OMS

3.1.7

3.1.8

Setelah Rencana Anggaran B1aya (RAB) disahkan, maka
Ketua dan Bendahara OMS segera. membuka rekenlng di Bank
Rlau Kepr1 Cabang Bengkahs / Duma1 : G :

PENANDA TANGANAN KO NTRAK

Setelah dokumen pendukung untuk pelaksanaan keglatan
selesai disiapkan maka dilakukan- penandatangan kontrak antara

«OMS dengan KPA sebagal PPK.

PROSES PENCAIRAN DANA DAN PELAKSANAAN FISIK KEGIATAN

Sumber dana untuk program " berasal dari APBD

A'Kab‘upaten Bengkahs Tahun Anggaran 2015 yang sifatnya

bantuan kemasyarakatan, dan dikenakan pajak sesuai dengan
ketentuan dan perundang—undangan yang berlaku -

'Penyaluran dana kepada Kelompok Masyarakat dllakukan secara
bertahap,dengan ketentuan sebaga1 berlkut

- a) leerlkan 40% (empat puluh perseratus) dar1 keseluruhan

~dana apabila kelompok masyarakat telah siap melaksanakan
. swakelola; ‘ . :
N D11amp1rkan adalah

1. Kontrak kerja

2. Rencana Penggunaan Dana Tahap I d1ketahu1 oleh ketua
S OMS dan Konsultan Manajemen; :

E ,' 3. Fakta 1ntegr1tas dan surat pernyataan kesanggupan

~menyelsa1kan pekerJaan yang d1tandatangan1 oleh OMS.

b) "leerlkan 30% (tlga puluh perseratus) dar1 keseluruhan dana
‘ apablla peker_]aan telah mencapai 30 % (tlga puluh perseratus):

v 11. BA has1l pemerlksaan lapangan yang d1tandatangan1 oleh

~ OMS,TPM dan KMT;-

L2 Laporan progers fisik dan keuangan yang d1tandatangan1
i oleh OMS, TPM dan KMT ' .

3. Rencanan penggunaan dana tahap II

4. Kwitansi pembayaran tahap 1 beserta bukt1 pelunasan

Paj ak

S. Dokumentas1 pekerJaan

¢ 'leerlkan 30% (tlga puluh perseratus) dar1 keseluruhan dana

~ apabila pekerjaan telah mencapa1 60 % - (enam puluh
) perseratus) S -

1. BA hasil pemerlksaan lapangan yang d1tandatangan1 oleh :
" ,OMS TPM dan KMT; - ’

2. Laporan progers ﬁ31k dan keuangan yang dltandatangam
‘oleh OMS TPM dan KMT
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3.3

3.4
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TAHAPAN PASCA PELAKSANAAN FISIK
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3. Rencana penggunaan dana tahap III ,
4 Kvmtan81 pembayaran tahap I beserta buktl pelunasan pajak;

5 Dokumentas1 pekerj aan

‘ TAHAPAN PELAKSANAAN FISIK KEGIATAN

Penylapan loka51 | : AR
OMS mengajukan RPD dalam 3 tahap, e ,
Pengadaan rnaterlal dan barang serta peker_]a : S

v elaksanaan ﬁ31k

TAHAPAN MONITO RING

1. Momtormg d11akukan oleh KPA, PPTK dan staf D1nas Tata Kota Tata

Ruang dan Pemuklman Kabupaten Bengkahs

2. Momtormg d11aksanakan m1n1mal dalam t1ap tahapan pencalran dana

oleh OMS SRy

1. Pembuatan laporan penyelesalan pelaksanaan keglatan

2. Serah tenma pekerjaan antara OMS dan PPK
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BAB IV
PENUTUP

Petunjuk pelaksanaan pembangunan bidang permukiman dengan pola
pemberdayaan masyarakat ini diharapkan menjadi pegangan bagi seluruh
pelaku yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Rumah

Sederhanan Layak Huni (RSLH), dengan pola pemberdayaan masyarakat
diberbagai tingkatan.

z{,BUPATI BEN




